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RINGKASAN 

Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk 

Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember; Abdi Maulana, 

160903101045; 2020; 135 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Jember. 

Pajak salah satu sumber utama penerimaan negara sangat berpengaruh 

dalam membiayai semua jenis pelaksanaan negara sesuai undang-undang nomor 

16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah 

berupaya dalam memaksimalkan penerimaan memberikan tugasnya terhadap 

Kemeterian Keuangan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Selain 

pajak, ada juga pungutan oleh pemerintah sebagai menambah penerimaan negara 

yaitu pungutan di sektor bea dan cukai. Bea dan Cukai merupakan tanggung 

jawab penuh Kementerian Keuangan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal 

Bea Cukai. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta 

pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara 

berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 

Selain Bea Masuk ada juga pungutan lain yang akan dikenakan terhadap importir 

yang melakukan kegiatan impor atas barang kiriman dalam rangka impor yang di 

pungut secara bersamaan yaitu PPh Pasal 22 atai impor, PPN dan PPnBM.  

Barang kiriman menurut Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.010/2019 

adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan 

perundang - undangan di bidang Pos. Semua penyelenggaraan terkait kewajiban 

pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor atas 

pertanggungjawaban Penyelenggara Pos berdasarkan ketentuan dalam undang-

undang nomor 17 tahun 2006 Kepabeanan. Ekspor Kembali Barang Kiriman 

merupakan kegiatan dan sekaligus menjadi pemberitahuan atas barang kiriman 

yang sebelumnya status barang merupakan barang impor akan tetapi dibatalkan 

status impornya dan diajukan untuk di ekspor kembali.  
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Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, pada tanggal 7 

Oktober 2019 sampai 22 November 2019. Laporan ini membahas Mekanisme 

Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali 

Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember. Data diperoleh melalui Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean C Jember pada bagian Pos Lalu Bea Jember yang menjadi Kantor unit 

untuk pengawasan lalu lintas barang.  

Hasil pelaksanaan praktek kerja nyata ini menjelaskan Mekanisme 

Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali 

Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember yang meliputi alur distribusi barang kiriman 

pos dari luar negeri, proses pemeriksaan barang kiriman, proses pengkoreksian 

dokumen barang kiriman sampai pembahasan tentang kasus re-ekspor impor 

barang kiriman yang terhambat permasalahan kepabeanannya. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 3709/UN25.1.2/SP/2019, 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak salah satu sumber utama penerimaan negara sangat berpengaruh 

dalam membiayai semua jenis pelaksanaan negara. Secara tidak langsung 

penerimaan negara di sektor pajak merupaka upaya negara untuk meninggkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara 

negara sangat berperan aktif dalam mengoptimalkan pendapatan negara 

khususnya dalam bidang perpajakan. Sesuai kebijakan yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintah undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat 

atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya pajak, pungutan 

oleh pemerintah sebagai menambah pendapatan negara termasuk pemungutan di 

sektor bea dan cukai. Menurut Waluyo (2011:12) Pajak digolongkan menjadi dua, 

yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang 

dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan pada orang lain. 

Contoh : Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya akan dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea materai dan lain sebagainya. 

Perkembangan teknologi jaman saat ini mendorong kebutuhan semakin 

hari semakin meningkat dari sektor sosial, ekonomi, maupun budaya.  Tugas 

pemerintah semakin bertambah seiring berkembang serta majunya perindustrian 

dan perdagangan guna melindungi kestabilan ekonomi didalam negeri yang 

dilaksanakan dengan sama rata di semua lokasi Indonesia yang ditanggung 

berdasar pada ketentuan yang pas serta cepat hingga menolong dalam rotasi 
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ekonomi indonesia yang lebih baik, ditambah lagi di era globalisasi ekonomi yang 

mendorong terciptanya perdagangan bebas yang menyebabkan perdagangan antar 

dunia memiliki beragam pengaruh terhadap perdagangan di Indonesia, serta 

tuntutan untuk orang-orang supaya memiliki pemahaman maksud serta manfaat 

maupun peranan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan 

kepastian hukum dalam dunia usaha era modern ini. Kemajuan teknologi yang 

pesat dan era globalisasi ini juga membuat dampak kepada masyarakat dalam 

kebutuhan konsumsi barang-barang dalam negeri maupun luar negeri karena 

barang-barang dalam negeri dirasa kurang maksimal dalam menarik perhatian 

para konsumen, membuat para masyarakat selaku pihak konsumen lebih memilih 

produk dari luar negeri dengan cara impor. Hal ini didukung berdasarkan catatan 

dokumen impor yang sampai saat ini kegiatan e-commerce melalui barang 

kiriman sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Volume Impor Barang Kiriman  

Tahun FOB (dalam USD) Jumlah Dokumen Consigment Note (CN) 

2017 290.000.000   6.100.000 

2018 540.000.000 19.500.000 

2019 673.000.000 57.900.000 

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2020 (diolah dari CEISA Barang Kiriman) 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian yang 

membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementrian Keuangan 

berkedudukan di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. 

Kementrian Keuangan juga memiliki unit eselon 1 antara lain seperti Direktorat 

Jenderal Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Menurut  Peraturan Presiden 

Nomor 28 Tahun 2015, Kementrian Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden. Dalam 

melaksanakan tugas, Kementrian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara 

lainperumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, 

pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan kekayaan negara, penimbangan 
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keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko. Selain itu Kementrian 

Keuangan juga memiliki struktur organisasi menurut Peraturan Presiden Nomor 

28 Tahun 2015 terdiri atas Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, 

Sekertaris Jendral, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Staf Ahli. 

Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah lembaga unit eselon 1 Kementerian 

Keuangan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Direktoran Jenderal Bea 

Cukai Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderan Bea 

Cukai menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan di bidang 

kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai dengan dan kriteria di bidang 

kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturannya. 

Direktorat  Jenderal Bea Cukai mempunyai wilayah kerja 3 (tiga) Kantor 

Pelayanan Umum, 16 (enam belas) Kantor Wilayah, 117 (seratus tujuh belas) 

Kantor Pelayanan dan Pengawasan, 148 (seratus empat puluh delapan) Kantor 

Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) Pos 

Pengawasan Bea dan Cukai. 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 

Jember (KPPBC TMP C Jember). KPPBC TMP C Jember merupakan salah satu 

instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai 

berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. KPPBC TMP C Jember 

memiliki visi menjadi kantor yang pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang 

terbaik dalam kinerja dan citra. KPPBC TMP C Jember memiliki wilayah kerja 

meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. 

Selain itu, Dalam lingkup Kerja KPPBC TMP C Jember melakukan pelayanan 

dan pengawasan wilayah kerja 21 perusahaan rokok, 2 kawasan berikat, dan 1 pos 

lalu bea. Pos lalu bea adalah tempat bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang 

fiskal dengan otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan 

Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) dan mengelola dokumen pabean. Pos Lalu 
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Bea Jember Menaungi 5 (lima) wilayah kiriman paket pos yaitu Kabupaten 

Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan 

Kabupaten Banyuwangi. Dibawah ini adalah target dan realisasi kepabeanan dan 

cukai KPPBC TMP C Jember: 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC TMP C Jember per 

November tahun 2019 

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019 

Penerimaan Pabean termasuk didalamnya adalah pemungutan atas Bea 

Masuk, PPh, PPN dan PPnBM yang dikenakan terhadap barang kiriman pos dari 

luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

112/PMK.04/2018. Kantor Pos Lalu Bea Jember yang bekerja sama dengan 

Kantor Pos Jember yang merupakan kawasan pos pengawasan dalam kepabeanan 

dan juga sebagai tempat pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan lalu lintas 

barang kiriman dari luar negeri oleh Pejabat Bea Cukai. Dengan volume paket 

impor barang kiriman pos yang melalui Pos Lalu Bea Jember pada semester I dan 

semester II tahun 2019 ini sebanyak 16.609 paket dengan perincian penerimaan 

dalam rangka impor sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

TARGET 2019 REALISASI  

PABEAN Rp    654.842.245.000 Rp    682.584.467.000  

CUKAI  Rp.     22.787.837.000 Rp     48.177.800.350  

JUMLAH Rp    677.630.082.000 Rp    730.762.267.350  
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Tabel 1.3 Total Paket Impor Pada Pos Lalu Bea Jember tahun 2019 

Penerimaan Semester 1 

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Total 

Paket 1.454 1.410 1.281 1.304 1.659 1.137 8.245 

Penerimaan Semester II 

Bulan Juli Agt Sep Okt Nov Des Total 

Paket 999 788 1.036 2.155 1.924 1.462 8.364 

Total Penerimaan (SmtI+SmtII) 16.609 

Sumber : Kantor Pos Lalu Bea Jember, 2020 

 Seluruh barang kiriman pos dari luar negeri harus memenuhi persyaratan 

kepabeanan agar barang kiriman bisa masuk ke dalam dalam negeri sesuai 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, termasuk salah satu 

peraturan terkait pemungutan bea masuk dan pajak yang sampai akhir tahun 2019 

ini ketentuan bea masuk dan pajak dalam rangka impor diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/201. Barang kiriman dengan nilai pabean 

diatas USD 75 akan dikenakan Bea masuk dan pajak dengan total rasionalisasi 

tarif antara 27,5% - 37,5% (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP 

atau PPh 20% tanpa NPWP) belum termasuk dengan barang yang dikategorikan 

sebagai Barang Mewah yang akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

dengan besaran pajak 20%. Besaran pungutan yang akan dikenakan pada suatu 

barang merupakan kewajiban yang harus di selesaikan oleh pihak importir yang 

nantinya akan menjadi penerimaan negara.  

Siaran Pers Nomor : PERS-31/BC.05/2019 yang dikeluarkan oleh 

kementerian keuangan sebagai penciptaan perlakuan perpajakan yang adil dan 

melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah mengubah 

ketentuan impor barang kiriman (e-commerce). Kementerian Keuangan 

melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minims) atas barang kiriman yang 

sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman untuk bea masuk. Sedangkan 

pungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang 
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bawah/de minims) per 30 januari tahun 2020 menjadikan rasio tarif yang semula 

antara 27,5% - 37,5% menjadi ± 17,5% (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%) 

yang semua diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor 

Barang Kiriman pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

112/PMK.04/2018  dan secara khusus membedakan bea masuk untuk tas, sepatu 

dan garmen. Perubahan nilai pembebasan yang sangat signifikan ini berpotensi 

membuat para importir barang kiriman tertentu yang tidak mengetahui akan tarif 

baru akan mengalami keberatan atas peraturan yang ada dan barang kiriman akan 

terhambat proses pengeluaran barangnya dari Tempat Penimbunan Sementara 

(TPS) barang kiriman dari luar negri yang ada dalam kawasan pabean sebelum 

memenuhi persyaratan untuk melunasi dokumen-dokumen terkait Surat Penetapan 

Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Barang Kiriman yang masih terhambat 

pengeluaranya karena kewajiban kepabeanan yang di timbun di Tempat 

Penimbunan Sementara (TPS) barang kiriman akan berubah status seiring 

berjalanya waktu serta keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea Cukai terkait 

barang kiriman, dari mulai Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, 

sampai Barang Milik Negara. Sebelum Barang Kiriman menjadi status Barang 

Tidak Dikuasai  Penerima barang/Importir yang tidak dapat memenuhi kewajiban 

bea masuk dan pajak atas barang kirimannya sebagai syarat penerimaan barang 

kiriman impor dapat mengajukan permohonan re-ekspor kepada kepala Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Jember apabila tidak terima 

jika barang kirimannya akan disita atau dikuasai oleh negara dan memilih barang 

kiriman untuk dikembalikan lagi ke pengirim asal. 

Praktek Kerja Nyata ini penulis memilih Kantor Pelayanan dan 

Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember untuk mencari ilmu 

dan pengalaman mengenai Kepabeanan, mulai dari bagaimana alur distribusi 

barang kiriman dari luar negeri, proses penanganan barang kiriman yang ditangani 

oleh pejabat bea cukai, dan mekanisme kegiatan reekspor barang kiriman dalam 

rangka impor. Penting bagi penulis untuk mempelajari Mekanisme Distribusi 
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Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Pos 

Lalu Bea Jember. 

Setelah penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau 

magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

C Jember dengan penempatan pada Kantor Pos Lalu Bea Jember maka penulis 

melaporkan tugas akhir dengan judul “Mekanisme Distribusi Barang Kiriman 

Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu 

Bea Jember” 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam laporan ini adalah Bagaimana Mekanisme 

Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali 

Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Maka setiap kegiatan 

yang dilaksanakan mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu; 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bertujuan mengetahui dan 

menjelaskan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor 

Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Menjadikan sarana dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

penulis selama di bangku perkuliahan; 
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2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, keahlian, keterampilan, 

pengalaman penulis sehingga dapat digunakan untuk persiapan 

menghadapi dunia kerja khususnya dibidang kepabeanan; 

3. Meningkatkan keahlian dan penggunaan aplikasi di bidang pabean yang 

di peroleh saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

b. Bagi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

C Jember 

1. Membantu sarana untuk menjembatani antar instansi dengan Universitas 

Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis 

maupun bersifat organisasi; 

2. Membantu instansi dalam pelaksanaan pemeriksaan barang kiriman luar 

negeri. 

c. Bagi Universitas  

1. Sebagai referensi untuk memberikan informasi baru mengenai Tugas 

Akhir Diploma III Perpajakan pada lingkungan Universitas Jember; 

2. Sebagai Bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar 

mengajar pada perkuliahan Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepabeanan dan Cukai 

2.1.1 Dasar hukum 

Dasar Hukum yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai sebagai 

berikut : 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan 

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai 

 

2.1.2 Pengertian Bea 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bea adalah 

pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang dikenakan 

terhadap impor dan/atau ekspor. 

 

2.1.3 Pengertian Cukai  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai, Cukai adalah pungutan wajib negara yang dikenakan terhadap 

barang tertentu sesuai undang-undang cukai. 

 

2.1.4 Tugas dan Fungsi Bea Cukai 

Bea Cukai merupakan tanggung jawab penuh Kementerian Keuangan 

yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Menurut Purwito 

(2013:31) dalam kepabeanan memiliki berbagai peran yang dipaparkan melalui 

tugas pokok fungsi dari bea cukai diantaranya : 

a. Tugas Bea Cukai 

Direktorat Jenderal Bea serta Cukai berada dibawah dan juga bertanggung 

jawab kepada Menteri Keuangan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. Sedangkan bagi Direktoral Jenderal Bea dan Cukai itu memiliki tugas 
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dalam menyelenggarakan perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan yang berada 

pada bidang pengawasan, serta juga penegakan hukum, mengenai pelayanan dan 

juga mengenai optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan 

dan cukai yang sesuai dengan keputusan pada peraturan perundang-undangan. 

b. Fungsi Bea Cukai 

Adapun fungsi bea cukai ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Perumusan tentang kebijakan yang berada dibidang penegakan hukum, 

pelayanan serta juga pengawasan optimalisasi penerimaan negara yang berada 

di bidang kepabeanan serta juga cukai. 

2. Pelaksanaan kebijakan yang berada pada bidang pengawasan, penegakan 

hukum, pelayanan serta juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di 

bidang kepabeanan dan juga cukai; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria yang berada di bidang 

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan 

negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai;  

4. Pemberian bimbingan teknis serta supervisi dibidang pengawasan, penegakan 

hukum, pelayanan dan juga optimialisasi penerimaan suatu negara pada bidang 

kepabeanan dan cukai; 

5. Kemudian setelah melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai; 

6. dan juga melakukan pelaksanaan yang fungsi lainnya diberikan kepada Menteri 

Keuangan. 

 

2.2 Kepabeanan 

2.2.1 Pengertian Kepabeanan 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang 

dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta 

pemungutan bea masuk dan bea keluar. 
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2.2.2 Aspek Kepabeanan 

a. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, 

lautan dan udara di atasnya serta semua tempat tertentu di Zona Ekonomi 

Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006. Setiap proses pemasukan atau 

pengeluaran barang dari daerah pabean harus memenuhi kewajiban pabean 

seperti harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan dan Pemberitahuan 

Pabean. 

b. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, 

bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

c. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

undang. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang 

wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang. 

Pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean 

dan melunasi pungutan impor dan ekspor. 

d. Lalu lintas barang masuk yang dimaksud adalah Import, yaitu kegiatan 

memasukan barang ke dalam daerah pabean. Lalu lintas barang keluar yang 

dimaksud adalah Ekspor, yaitu kegiataan mengeluarkan barang dari daerah 

pabean. Lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pebean. 

e. Ternpat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 

bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di 

Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan 

atau pengeluarannya. 

f. Pos Pengawasan yang merupakan tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan 

cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang import dan 

ekspor. Kegiatan Pengawasan Kepabeanan mulai dari kedatangan kapal, 

penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai 

dengan pengeluaran barang. Pejabat Bea Cukai melakukan kegiatan 
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Pengawasan ini sebagai langkah untuk pencegahan  akan terjadinya 

pelanggaran kepabeanan. 

g. Pengawasan kepabeanan merupakan kegiatan untuk menjaga agar semua 

peraturan dipenuhi atau dijalankan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak 

Bea Cukai dengan aturan-aturan dan teknis yang telah ditetapkan. Bentuk 

pengawasan terhadap barang impor salah satunya adalah mengawasi masuknya 

Barang Kiriman yang dikirim dengan sarana pengangkut yang berasal dari luar 

negeri.  

 

2.2.3 Fungsi Pabean 

Kepabeanan memiliki juga fungsi pelayanan teknis dan fasilitas di bidang 

kepabeanan yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai , 

fungsi penyelenggaraanya berupa : 

a. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai; 

b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;pemeriksaan 

dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana 

deteksi; 

c. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, 

nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea 

masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara 

lainnya; 

d. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai 

pabean; 

e. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean; 

f. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan 

Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean; 

g. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang 

ekspor ke sarana pengangkut; 

h. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai; 

i. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai; 
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j. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang 

berhubungan dengan barang kena cukai; 

k. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang 

kena cukai; 

l. Pengelolaan tempat penimbunan pabean; 

m. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 

Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean; 

n. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; 

o. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang 

yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan 

p. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau 

busuk.  

 

2.3 Ekspor dan Impor 

2.3.1 Ekspor 

Menurut Surojo (2016 : 2), ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan 

barang dari daerah pabean, Kegiatan ekspor diartikan sebagai kegiatan 

mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi 

ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang. Kegiatan ekspor 

merupakan barang atau jasa yang dijual oleh negara ke negara lain, biasanya 

dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam 

jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam 

negerinya, sehingga ekspor dilakukan pada suatu produksi barang ke negara yang 

tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun dikarenakan jumlah produksi 

barang di negara tujuan belum terpenuhi. Pelaku kegiatan ekspor merupakan 

orang atau badan hukum yang disebut dengan eksportir. Kegiatan ekspor memiliki 

mekanisme sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan seperti pengawasan 

berupa pemeriksaan dokumen serta pemeriksaan fisik barang jika diperlukan. 

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan pemberitahuan pabean yang 
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digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas 

formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor 

ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hingga penerbitan 

Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa 

Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa barang atas PEB 

yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke 

Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

145/PMK.04/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, 

Kewajiban untuk pemberitahuan Ekspor Barang berlaku terhadap ekspor : 

a. Barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor 

sementara; 

b. Barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat impornya dapat 

diperlakukan sebagai barang impor kembali; atau 

c. Barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi batas pengecualian pengenaan 

Bea Keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Tidak semua barang ekspor perlu menyampaikan Pemberitahuan Ekspor 

Barang (PEB), Penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang dapat dikecualikan 

terhadap barang berupa : 

a. Barang pribadi penumpang; 

b. Barang awak sarana pengangkut; 

c. Barang pelintas batas; atau 

d. Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) 

kilogram. 

Dalam kegiatan ekspor tertentu dapat dilakukan pemeriksaan terhadap 

barang-barang yang memiliki manajemen resiko, pemeriksaan barang atas barang 

ekspor dilakukan selektif terhadap barang antara lain: 

a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali; 

b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali; 
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c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas 

pengembalian; 

d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar; 

e. Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak 

menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah 

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang 

perpajakan; atau 

f. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh 

dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi 

pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. 

 

2.3.2 Impor 

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, Arif 

Surojo (2016: 2). Peraturan mengenai tatalaksana impor diatur dalam Keputusan 

Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. Barang yang dimasukan 

ke dalam pabean di anggap sebagai barang impor dan akan terutang bea masuk 

kecuali dibebaskan atau diberi pembebasan. Seluruh barang impor akan dilakukan 

pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai. Barang impor dapat 

melintasi dan dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang sama 

dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Persyaratan pabean yang perlu 

dipenuhi oleh Barang kiriman dalam rangka impor harus memenuhi persyaratanya 

melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yaitu Pemberitahuan Pabean untuk 

pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara (BC 2.0). 

Selain PIB Peruntukan barang tertentu pemenuhan persyaratanya melalui 

Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) yaitu Pemberitahuan Pabean untuk 

pengeluaran barang tertentu yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara 

yaitu barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa penumpang, barang 

impor melalui jasa titipan, barang penumpang yang datang tidak bersama 

penumpang dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal (BC 2.1).  
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2.3.3 Dokumen Pabean Ekspor Impor  

Dalam melakukan kegiatan Ekspor maupun impor, Pejabat Bea Cukai 

melakukan pemeriksaan terhadap dokumen barang kiriman yang akan masuk 

maupun keluar daerah pabean sebagai pemenuhan persyaratan dokumen 

pelengkapan pabean. Dokumen ini sebagai bentuk informasi mengenai barang 

kiriman yang akan dilakukan pemeriksaan. Adapun dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan sebagai pengantar barang dalam rangka pemberitahuan ekspor 

maupun impor barang antara lain :  
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Tabel 2.1 Dokumen Pemberitahuan Pabean 

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019 

No Kode Dok. Nama Dok. Keterangan 

1 

 

BC 1.0 RKSP Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut 

2 BC 1.1 Manifest Pemberitahuan barang kargo/niaga yang diangkut 

dalam sarana pengankut 

3 BC 1.2  Pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut 

4 BC 1.3  Pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah 

pabean dari suatu tempat ke tempat lain melalui 

luar pabean 

5 BC 2.0 PIB Pemberitahuan impor barang 

6 BC 2.1 PIBT Pemberitahuan impor barang tertentu 

7 BC 2.2 Custom 

Declaration 

Pemberitahuan impor barang penumpang/awak 

sarana pengangkut 

8  PPKP Pencacahan dan pembeaan kiriman pos : 

pemberitahuan impor barang melalui paket pos 

9  KILB Kartu identitas lintas barang : Pemberitahuan 

impor penduduk di perbatasan 

10 BC 2.3  Pemberitahuan pemasukan barang impor ke tempat 

penimbunan berikat 

11 BC 2.4  Pemberitahuan penyelesaian barang impor yang 

mendapat fasilitas kemudahan untuk diekspor, 

namun tidak jadi diekspor 

12 BC 2.5  Pemberitahuan pengeluaran barang dari tempat 

penimbunan berikat 

13 BC 3.0 PEB Pembertahuan ekspor barang 

14 BC 3.1 PEBT Pemberitahuan ekspor barang tertentu  

15 BC 4.0  Pemberitahuan pemasukan barang asal daerah 

pabean ke kawasan berikat 
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2.3.4 Angka Pengenal Impor (API) 

Dasar hukum tentang Angka Pengenal Impor diatur dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/Per/7/2007. 

Menurut Marolop Tandjung (2011:382) API Terdiri dari 4 jenis yaitu : 

a. API Umum (API-U) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan dagang yang 

melakukan impor; 

b. API Produsen (API-P) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan industri yang 

melakukan impor; 

c. API Terbatas (API-T) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan perusahaan 

penanaman modal yang melakukan impor; 

d. API Kontraktor (API-K) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan kontraktor 

Kontrak Kerja Sama (KKS) yang melakukan impor. 

Tidak semua barang impor dibutuhkan Angka Pengenal Impor untuk 

melakukan kegiatan impor. Ada barang yang diimpor tidak memerlukan Angka 

Pengenal Impor antara lain : 

a. Barang pindahan, barang promosi, dan barang impor sementara; 

b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

c. Barang kiriman, hadiah,untuk keperluaan ilmu pengetahuan, ibadah umum, 

amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan pananggulangan bencana 

alam; 

d. Obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi 

kepentingan masyarakat; 

e. Barang yang diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian; 

f. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor 

kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas saat diekspor; 

g. Barang perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas 

timbal balik; 

h. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabat yang bertugas di 

Indonesia; atau 

i. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. 
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Dan juga barang dapat diimpor tanpa menggunakan Angka Pengenal 

Impor apabila impor tidak dilakukang secara terus menerus dan yang tidak 

dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipindah tangankan. Berlaku juga pada 

barang untuk keperluan lainya yang berupa alat penunjang kelancaran produksi 

atau alat pembangunan infrastruktur. 

 

2.4 Bea  

2.4.1 Pengertian Bea 

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yang 

dimaksud bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-

undang yang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Terdapat 2 (dua) 

jenis bea yaitu bea masukdan bea keluar. Menurut Undang-undang Nomor 17 

tahun 2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud dengan bea masuk adalah sesuai  

Pasal 1 (satu) ayat 15 ”Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-

Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”. Sedangkan bea 

keluar sesuai dengan Pasal 1 (satu) ayat 15a, “Bea keluar adalah pungutan negara 

berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor”. 

Pemungutan yang dilakukan Negara ini bermaksud untuk menambah pendapatan 

negara dan sebagai kegiatan pengawasan dalam rangka ekspor impor. 

 

2.4.2 Bea Masuk 

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, Bea 

masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan 

terhadap barang yang diimpor.  Pasal 15 tentang Nilai pabean untuk penghitungan 

bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Penghitungan 

tarif bea masuk impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

160/PMK. 04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Nilai 

Pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea 

masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk 

menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif advalorum 
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(persentase). Klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang 

impor dapat dilihat pada Harmonized System (HS) yaitu Buku tarif Bea Masuk 

Internasional. Besar kecilnya pungutan pabean impor sangat tergantung dari besar 

kecilnya nilai pabean dan tarif yang dikenakan atas suatu barang impor. Database 

Nilai Pabean adalah kumpulan data nilai pabean barang impor dalam Cost, 

Insurance, dan Freight (CIF) dan/atau nilai barang impor yang telah dilakukan 

penghitungan kembali, yang tersedia di dalam daerah pabean. Sesuai pasal 25  

Database Nilai Pabean digunakan sebagai parameter dalam kegiatan pengujian 

kewajaran untuk menilai potensi risiko (risk assessment tool) terkait kebenaran 

dan keakuratan pemberitahuan nilai pabean. 

Penetapan tarif bea masuk dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai dengan 

penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak 

(SPPBMCP). Tarif pembebanan bea masuk ditetapkan 7,5% (tujuh koma lima 

persen) Berdasar Undang-undan Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.  

Perhitungan bea masuk :  

Bea Masuk = (Nilai Pabean* x NDPBM** x Tarif) 

                  = CIF x NDPMB x Tarif 

Keterangan : 

*) Nilai pabean berupa uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea 

masuk, biasanya dalam bentuk mata uang asing. CIF : C (Cost yaitu harga 

barang), I (Insurance yaitu asuransi barang), dan F (Freight yaitu biaya angkut). 

**) NDPMB yaitu nilai dasar penghitungan bea masuk berupa kurs mata uang 

asing yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menghitung besarnya 

bea masuk. 

 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 

undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepabeanan, Pembebasan bea 

masuk diberikan atas impor barang antara lain : 

a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas 

di Indonesia; 
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c. Buku ilmu pengetahuan; 

d. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, 

sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; 

e. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam 

itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; 

f. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

g. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat 

lainnya; 

h. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat 

lainnya; 

i. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi 

keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

j. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 

k. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

l. Barang pindahan; 

m. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan 

barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; 

n. Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang 

diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; 

o. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan 

pengujian; 

p. Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang 

sama dengan kualitas pada saat diekspor; 

q. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan. 

Atau atas barang kiriman dari luar negeri  yang dapat diberikan keringanan 

Bea Masuk : 

a. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam 

rangka penanaman modal; 

b. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; 
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c. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri 

untuk jangka waktu tertentu; 

d. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran 

lingkungan; 

e. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, 

peternakan, atau perikanan; 

f. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat 

izin; 

g. Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau 

penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam 

daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai; 

h. Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk 

kepentingan umum; 

i. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi 

olahraga nasional; 

j. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman 

dan/atau hibah dari luar negeri; 

k. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain 

dengan tujuan untuk diekspor. 

 

2.4.3 Bea Keluar 

Menurut Undang-undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, 

Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang 

dikenakan terhadap barang ekspor. Pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor 

bertujuan untuk : 

a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; 

b. Melindungi kelestarian sumber daya alam; 

c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor 

tertentu di pasaran internasional; atau 

d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. 
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Pengecualian barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dalam hal : 

a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

b. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam 

itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; 

c. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

d. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 

e. Barang pindahan; 

f. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan 

barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; 

g. Barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; atau 

h. Barang ekspor yang akan diimpor kembali. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 

Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor. Pasal 3 penetapan tarif 

bea keluar barang ekspor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi. Tarif Bea 

Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum) atau 

secara spesifik, Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi : 

a. 60% (enam puluh persen) dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar 

ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum); atau 

b. Nominal tertentu yang besarnya equivalen dengan 60% (enam puluh persen) 

sebagaimana dimaksud pada diatas, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan 

secara spesifik. 

- Rumus penghitungan bea keluar secara persentase Harga 

Ekspor (advalorum) : 

Bea Keluar = Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga 

Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang 

 

- Rumus penghitungan bea keluar secara spesifik : 

Bea Keluar = Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan 

Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata 

Uang. 
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2.5  Pajak Pabean 

2.5.1  Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek 

Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam kurun satu tahun 

pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan mngantikan yang berhak, dan bentuk usaha tetap. Subjek 

pajak terdapat 2 (dua) jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar 

negeri. Beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain : 

a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri; 

b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan impor atau 

dari pembeli atas penjualan barang mewah dan pembayaran atas penyerahan 

barang kepada pemerintah; 

c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pemotongan atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

yang berasal darimodal, penyertaan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 

selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan 

pemerintah, sebjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk 

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainya; 

d. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 atas penghasilan yang diperoleh dari luar 

negeri; 

e. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 tentang besaran angsuran bulanan yang 

harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam setahun berjalan; 

f. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 atas penghasilan yang terutang atas wajib 

pajak luar negeri; 
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g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atau final atas penghasilan berupa 

bunga deposito dan tabungan, dari transaksi saham, dari pengalihan ahrga 

berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainya yang tidak 

dapat di kreditkan pajaknya. 

 

2.5.2  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor 

Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor pemungutan pajak dikenakan 

terhadap importir yang melakukan kegiatan impor selain pengenaan bea masuk 

atas barang kiriman dalam rangka impor yang di pungut secara bersamaan. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang 

pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, besaranya Pajak Penghasilannya atas impor 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri , dan barang 

kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif 

pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa 

menggunakan Angka Pengenal Impor (API); 

b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri, 

sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa 

menggunakan Angka Pengenal Impor (API); 

c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Menteri, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor 

dengan mengunakan Angka Pengenal Impor (API); 

d. Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada poin a - c yang 

menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima 

persen) dari nilai impor; 

e. Barang sebagaimana dimaksud pada poin a – c yang tidak menggunakan 

Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai 

impor; dan/atau; 

f. Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga 

jual lelang. 
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2.5.3  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan 

Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang 

dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut 

Adrian Sutedi (2012:108) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menganut 

prinsip tujuan (destination principal) yaitu prinsip pengenaak Pajak Pertambahan 

Nilai atas barang dan jasa oleh negara tempat pemanfaatan atau konsumsi barang 

dan jasa tersebut. Berdasarkan prinsip ini PPN dikenakan atas konsumsi di dalam 

daerah pabean sedangkan atas konsumsi barang dan jasa di luar pabean tidak 

dikenakan PPN. Atas dasar prinsip tujuan ini, undang-undang Pajak Pertambahan 

Nilai tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak. 

Pengecualian dari pengenaan PPN ini dilakukan dengan metode Zero Rate, yaitu 

atas ekspor Barang Kena Pajak ditentukan sebagai penyerahan yang terutang PPN 

dengan tarif 0%. Pengenaan PPN dengan tarif 0% ini telah membuat ekspor 

Barang Kena Pajak menjadi bebas dari pengenaan PPN secara penuh (free of tax). 

PPN dikenakan terhadap sebagian besar barang impor dari luar negeri. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang atas Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif 

pengenaan terhadap Barang Kena Pajak (BKP), yaitu: 

a. Tarif PPN adalah 10% 

b. Tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas 

1) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP)  Berwujud 

2) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud 

3) Ekspor Jasa Kena Pajak 

 

2.5.4 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan 

tambahan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang 

tergolong mewah yang tidak dapat di kreditkan. Adrian Sutedi (2012:110) fungsi 
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PPN adalah sebagai money making machine dengan harapan barang-barang dan 

jasa-jasa tertentu akan meningkatkan pendapatan dari perpajakan. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015, Tarif PPnBM adalah 

sebagai berikut: 

a. Tarif PPnBM atas impor barang kiriman paling rendah 20% (sepuluh persen) 

dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) 

b. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak 

dengan tarif 0% (nol persen) 

Berikut adalah penggolongan Barang Kena Pajak yang dikategorikan 

masuk ke dalan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu: 

a. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok; 

b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 

c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan 

tinggi; atau 

d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukan status. 

Terutang PPnBM yaitu saat terjadi kegiatan impor Barang Kena Pajak. 

Khusus untuk impor barang, terutangnya PPnBM tersebut terjadi di tempat 

Barang Kena Pajak dilakukakn pemeriksaan dan di pungut oleh Direktorat 

Jenderal Bea Cukai. Cara Penghitungan PPnBM yang terutang yaitu PPnBM 

dikalikan dengan Nilai impor atau nilai ekspor. 

 

2.6  Barang Kiriman 

Barang Kiriman menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor 

barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui 

Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang Pos. 

Barang kiriman pos yang akan memasuki kawasan pabean harus disertai 

dokumen-dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pos 

Barang Kiriman terdiri dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk (Pos Indonesia) dan 

Pengusaha Jasa Titipan (Ali express, FedEx Express, DHL, dan Lain-lain). Semua 

penyelenggaraan terkait kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak 
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dalam rangka impor atas pertanggungjawaban Penyelenggara Pos setelah 

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea Cukai dengan mengajukan 

permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai berdasarkan ketentuan dalam 

undang-undang Kepabeanan. Barang Kiriman yang masuk ke dalam daerah 

pabean yang berasal dari luar daerah pabean digolongkan sebagai barang impor.  

Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain 

yang diperlakukan sama dengan TPS setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk:  

a. Diimpor untuk dipakai;  

b. Diimpor sementara;  

c. Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya;  

d. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau  

e. Diekspor kembali. 

 

Barang kiriman dalam rangka impor dengan tujuan dipakai sendiri 

diberikan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan 199/PMK.010/2019 Pasal 13, dengan nilai pabean paling 

banyak Free On Board USD 3 (tiga united states dollar) per kiriman tidak akan 

dikenakan tarif bea masuk dan hanya dikenakan tarif PPN dan/atau PPnBM jika 

barang kiriman termasuk kategori barang mewah, untuk pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas impor dikecualikan atau dibebaskan. 

Barang kiriman impor yang masuk kedalam daerah pabean untuk 

dikenakan tarif pabean dapat disesuaikna dengan kriteria dokumen barang kiriman 

antara lain:  

1. CN (Congsigment Note) 

Menggunakan CN (Consigment Note) Apabila 3 USD sampai 1500 USD maka 

akan dikenakan bea masuk 7,5% (tujuh koma lima persen) dan pajak dalam 

rangka impor berupa pungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan untuk 
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pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor dikecualikan atau 

dibebaskan, yang kemudian ditetapkan dan diterbitkan SPPBMCP (Surat 

Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak) 

2. PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) 

Menggunakan PIBK apabila nilai FOB lebih dari 1500 USD (seribu lima ratus 

united state dollar) dan bukan badan usaha. Penetapan tarif sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan kemudian akan ditetapkan dan diterbitkan SPTNP 

(Surat Penetapan dan Tarif Nilai Pabean) dan SPPB (Surat Perintah 

Pengeluaran Barang) 

3. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) 

Menggunakan PIB apabila nilai FOB lebih dari 1500 USD (seribu lima ratus 

united state dollar) dan merupakan perusahaan berbadan usaha. Penetapan tarif 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian akan ditetapkan dan 

diterbitkan SPTNP (Surat Penetapan dan Tarif Nilai Pabean) dan SPPB (Surat 

Perintah Pengeluaran Barang) 

Tabel 2.2 Matrik Perubahan Ketentuan Barang Kiriman  

PMK no. 112/PMK.04/2018 PMK no. 199/PMK.010/2019 

FOB 75 USD per penerima barang per 

hari 

(tidak dikenakan Bea Masuk dan PDRI) 

FOB 3 USD per kiriman 

(tidak dikenakan Bea masuk, dikenakan PDRI) 

Bea Masuk 7,5% Bea Masuk 7,5% 

PPN 10% PPN 10% 

PPnBM 20% PPnBM 20% 

PPh 22 impor 10% PPh 22 impor 0%  

Tidak ada tarif khusus. Pertimbangan Tarif Barang khusus 

untuk :  

- Buku 0% 
- tas, koper dan sejenisnya 15-20% + PPh 7,5% - 10% 
- produk tekstil, garmen dan sejenisnya 25-30% + PPh 

7,5%-10% 
- alas kaki, sepatu dan sejenisnya 15-25% + PPh 7,5%-

10% 

Sumber : Kantor Pos Lalu Bea Jember, 2020 
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Barang yang dikirimkan dari luar negeri ke dalam daerah pabean, 

sebelumnya harus memberitahukan rencana kedatangan. Barang kiriman impor 

yang melalui penyelenggara pos semua yang mengurus yaitu PT. Pos Indonesia 

sesuai penugasan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan internasional 

sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union). 

Proses kedatangan barang kiriman impor di hangar mulai dari pengecekan 

kantong hingga pengeluaran barang disaksikan oleh pihak PT. Pos Indonesia dan 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Ada 3 jenis barang kiriman impor yang 

melalui PT. Pos Indonesia yaitu :  

1. Express Mail Service (EMS); 

2. Postal Parcel (Pel); dan 

3. Reguler (R). 

Dan atas barang kiriman pos dari luar negeri membutuhhkan dokumen 

yang berisikan informasi barang kiriman sebagai persyaratan kepabeanan yang 

setidaknya dalam barang kiriman pos dari luar negeri memuat : 

a. Invoice ( Faktur )  

Invoice adalah dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor atau impor 

yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir. Data yang tercantum dalam 

invoice yaitu berupa nomor dan tanggal dokumen barang, nama pengirim 

dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, harga barang per 

unit, total harga keseluruhan barang, cara penyerahan barang. Selain itu, 

dokumen invoice ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 

b. Packing list 

Packing list merupakan dokumen packing kemasan yang menunjukkan jumlah, 

jenis dan berat dari barang kiriman yang diterbitkan oleh penjual dan/atau 

eksportir dan/atau pengirim barang. Dalam packing list wajib mencantumkan 

nomor dan tanggal dokumen packing list, nama pembeli dan/atau importir , 

dan/atau penerima barang, nama barang, jumlah dan jenis pengemas, berat 

bersih dan kotor dari barang kiriman. Packing list digunakan sebagai dasar 

pemeriksaan barang oleh petugas terkait. 
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Barang kiriman berupa Barang Kena Cukai dapat diberikan pembebasan bea 

masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan 199/PMK.010/2019 Pasal 14, untuk setiap penerima barang 

per kiriman dengan jumlah paling banyak : 

a. sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (empat 

puluh) gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa: 

(1) 20 (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang; 

(2) 5 (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul; 

(3) 30 (tiga puluh) mililiter, apabila dalam bentuk cair; 

(4) 4 (empat) cartridge, apabila dalam bentuk cartridge; atau 

(5) 50 (lima puluh) gram atau 50 (lima puluh) mililiter, apabila dalam bentuk 

lainnya; dan/atau 

b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol. 

Terhadap kelebihan sesuai ketentuan Barang Kena Cukai akan 

dimusnahkan oleh Pejabat Bea Cukai dengan disaksikan Petugas Penyelenggara 

Pos yang bersangkutan. Barang kiriman dalam rangka impor juga berlaku 

Larangan dan Pembatasan impor yang klasifikasi barangnya terdapat dalam 

peraturan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Barang. 

2.6.1 Barang Kiriman Larangan dan Batasan  

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 

tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau 

pembatasan, Barang Larangan atau Pembatasan adalah barang yang dilarang atau 

dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam atau dari Daerah Pabean. 

Barang kiriman larangan dan batasan merupakan bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Bea Cukai sebagai penetapan persyaratan pengeluaran barang kiriman 

untuk masuk kedalam kawasan pabean. Barang yang dikenai aturan Larangan dan 

Batasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. 

Larangan dan Batasan diterbitkan oleh instansi teknis terkait, yakni Kementerian 

atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan 
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peraturan Larangan dan Batasan atas impor atau ekspor dan menyampaikan 

peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.  

Apabila barang kiriman impor yang masuk kedalam pabean adalah barang 

larangan dan batasan maka pejabat bea cukai menetapkan barang tersebut 

kedalam barang larangan dan batasan dengan diterbitkan dokumen Surat 

Pemberitahuan Barang Larangan dan Batasan (SPBL) yang ditujukan kepada 

penerima barang. Pengeluaran barang atas barang larangan dan batasan dapat 

dilakukan apabila penerima barang memiliki bukti pendukung berupa dokumen 

dari instansi terkait yang menetapkan peraturan Larangan dan Batasan atas impor 

atau ekspor. 

 

2.6.2 Pemeriksaan Barang Kiriman Pos 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-

07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang 

Impor, pemeriksaan atas barang kiriman impor dilaksanakan oleh Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu dengan disaksikan oleh Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT. Pos Indonesia selaku badan usaha 

yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan 

atas nama pemilik barang. Pemeriksaan atas barang kiriman memiliki 

penggolongan jalur yang berbeda-beda sesuai keputusan pejabat pemeriksa 

barang. Penetapan jalur pemeriksaan antara lain : 

a. Jalur Prioritas 

Jalur Prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di 

bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat 

baik dan memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan 

pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan 

lebih sederhana dan cepat. 

b. Jalur Hijau  

Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang 

diberikan kepada Importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi 
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persyaratan/ kriteria yang ditentukan, sehingga terhadap importasinya hanya 

dilakukan penelitian dokumen. 

c. Jalur Merah 

Jalur Merah adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor 

terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan 

pemeriksaan fisik barang. Pertimbangan karena barang kiriman diragukan 

kebenaran dokumenya dan adanya perhatian atas barang kiriman yang 

memungkinkan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian negara. 

 

2.6.3 Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman  

Pemeriksaan fisik terhadap barang kiriman sesuai Peraturan Direktorat 

Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 tentang petunjuk pelaksanaan impor 

barang kiriman, pemeriksaan fisik merupakan rangkaian yang harus dilewati 

dalam Pemberitahuan Pabean atas barang kiriman. Pemeriksan dilakukan untuk 

menyesuaikan barang kiriman dengan dokumennya. Pemeriksaan fisik dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain : 

a. Menggunakan alat pemindai elektronik atau ; 

b. Dapat dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai secara manual.  

  

2.6.4 Barang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) 

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang Yang 

Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Barang Yang 

Menjadi Milik Negara adalah Barang Kiriman yang ditimbun melebihi jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penimbunan Barang Kiriman 

tersebut di TPS, termasuk barang kiriman yang tidak diselesaikan pemberitahuan 

impor atau ekspor atas barang oleh pengirim barang. Jika  jangka waktu terlewati 

lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Sementara 

selanjutnya akan dilakukakn pelelangan. Sepanjang belum dilakukan pelelangan 

atas barang tersebut dapat diimpor kembali, dibatalkan ekspornya atau 

dikeluarkan ke kawasan berikat diselesaikan penyelesaian prosedurnya.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

 
 

 

2.6.5 Barang Dikuasai Negara (BDN) 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang 

Penyelesaian terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang 

Dikuasai Negara, Barang Yang Menjadi Milik Negara, Barang dikuasai negara 

artinya barang dikuasai oleh negara akan tetapi belum ada peralihan hak milik atas 

barang tersebut. Barang-barang yang dikuasai negara seperti : 

a. Barang kiriman merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor 

atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar 

pemberitahuan pabeanya; 

b. Barang Kiriman dan/atau pengangkutan dan pemuatanya dari sarana 

pengangkut ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; 

c. Barang kiriman yang ditinggal oleh sarana pengangkut yang ditinggalkan 

didalam kawasan pabean atas barang yang ditak dikenal pemiliknya. 

 

2.6.6 Barang Milik Negara (BMN) 

Barang Milik Negara merupakan barang yang tidak dikuasai maupun 

barang yang dikuasai negara yang tidak diselesaikan kewajiban dokumenya 

sampai jangka waktu tertentu sesuai keputusan Kepala Kantor Pabean atas barang 

tersebut dan barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk 

dijadikan Barang Milik Negara. 

 

2.6.7 Standar Operasional Prosedur Barang Kiriman Pos 

Sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengeluaran Barang 

Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai Dengan Cara Penyampaian Consigment 

Note dengan PDE Nomor SOP BC.CBN/PKCDT/3 yang menjadi diskripsi SOP 

barang kiriman dan menjelaskan proses pelayanan pengeluaran barang kiriman 

untuk diimpor untuk dipakai dengan cara penyampaian Consigment Note sejak 

kiriman diberlakukan pemindaian oleh pelaksana pada seksi PKCDT sampai 

dengan persetujuan keluar/SPPBMCP disampaikan kepada penyelenggara pos. 
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Berikut Bagan Alir SOP Pelayanan pengeluaran barang kiriman impor yang 

dipakai dengan cara penyampaian Consigment Note (CN) dengan Pertukaran Data 

Elektronik (PDE) :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Alir SOP pengeluaran barang kiriman untuk diimpor untuk 

dipakai dengan cara penyampaian CN dengan PDE  

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019 
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2.7  Barang Kiriman Pos Untuk Di Ekspor Kembali 

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor, Ekspor Kembali 

Barang Impor yang selanjutnya disebut Ekspor Kembali adalah pengeluaran 

barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan sama 

dengan TPS ke luar Daerah Pabean. Menurut Purwito, (2006:83) Terminologi 

diekspor kembali diterapkan atas barang-barang impor yang dimasukkan oleh 

importir/pemberitahu, tetapi karena beberapa hal harus dikembalikan ke negara 

asal barang tersebut. Syarat untuk dapat di ekspor kembali adalah :  

(1) Barang masih berada di dalam kawasan pabean atau TPS; 

(2) PIB belum diajukan dan nomor pendaftaran belum diberikan oleh pejabat 

pabean 

(3) Terhadap barang impor belum diadakan pemeriksaan fisik 

Atau dengan kata lain, bahwa jika PIB telah diajukan atau mendapatkan nomor 

pendaftaran, atau pembayaran bea masuk telah dilakukan atau telah dilakukan 

pemeriksaan fisik barang, izin untuk reekspor tidak dapat diberikan dan 

selanjutnya dilakukan penindakan untuk mengetahui masalah yang sebenarnya.  

Barang dari luar negeri yang belum bisa memenuhi persyaratan 

kepabeanan untuk memasuki daerah dalam pabean yang masih berada di dalam 

TPS atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di luar kawasan 

pabean sementara di timbun dengan menunggu pemuatan atau pengeluaranya 

setelah beberapa persyaratan untuk memasukan barang terpenuhi dan mendapat 

izin dari Kepala Kantor Pabean. Pengeluaran barang kiriman untuk di reekspor 

hanya untuk barang tertentu sesuai peraturan tentang Ketentuan Impor Barang 

Kiriman antara lain : 

a. Barang Kiriman ditolak oleh Penerima Barang; 

Ditolak oleh penerima dalam arti barang kiriman yang ditujukan atas 

penerima barang, akan tetapi penerima barang tidak dapat memenuhi atau 

menolak untuk menyelesaikan dokumen-dokumen terkait ketentuan 

persyaratan kewajiban lartas barang termasuk atas bea masuk dan perpajakan 

yang harus diselesaikan. 
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b. Barang Kiriman salah kirim; 

Importir yang mengajukan klaim kepada supplier mengenai kesalahan kirim, 

ini sebagai antisipasi kerugian yang diakubatkan oleh supplier luar negeri.  

c. Penerima Barang tidak ditemukan; 

d. Terdapat larangan impor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan; atau 

e. Barang tidak memenuhi ketentuan mengenai pembatasan impor. 

Dapat dimaknai kemurahan terhadap barang dikenakan pembatasan 

dikarenakan kebijakan impor yang baru dari pemerintah.  

 Barang kiriman yang diajukan untuk di reekspor tidak dapat dilakukan 

terhadap Barang kiriman yang belum diajukan pemberitahuan impor barang dan 

Barang kiriman telah dilakukan penindakan. Barang kiriman akan di reekspor 

secara paksa terhadap barang yang berpotensi mengganggu atau merusak 

kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan/ atau lingkungan 

dan barang kiriman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk Ekspor Kembali. Semua kegiatan reekspor diatas wajib sesuai 

dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean. Untuk mendapatkan persetujuan 

reekspor, importir atau pihak pengangkut harus mengajukan permohonan reekspor 

yang dapat disampaikan secara elektronik dan/atau melalui formulir kepada 

Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan reekspor dan melampirkan 

bukti pendukung berupa dokumen barang. Dan atas permohonan reekspor oleh 

pihak importir atau puhak sarang pengangkut, Kepala Kantor Pabean memberikan 

surat balasan terkait keputusan perihal pemberitahuan persetujuan atau penolakan 

atas permohonan yang disampaikan. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli 

Madya (A.Md). Praktek Kerja Nyata bertujuan untuk memberikan pengalaman 

bagi mahasiswa tentang dunia kerja. Dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini 

mahasiswa dapat belajar terjun lapangan dan melihat secara langsung kegiatan 

yang ada di instansi tersebut. Selain itu, Praktek Kerja Nyata bertujuan untuk 

membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat 

kelulusan menjadi gelar Ahli Madya (A.Md). Dalam penyusunan laporan ini, 

mahasiswa di tuntut untuk menulis kegiatan dan mencari data-data yang 

diperlukan sesuai dengan judul laporan yang dibuat. 

Proses tahapan yang wajib mahasiswa lakukan sebelum melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata yaitu: 

a. Pembekalan Praktek Kerja Nyata 

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau magang mahasiswa wajib 

mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh ketua program studi. Dengan 

bertujuan untuk mempermudah mahasiswa selama melaksanakan Praktek Kerja 

Nyata. 

b. Menentukan Tempat Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih tempat untuk melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata atau magang. Dengan syarat sesuai dengan judul yang 

diajukan untuk menyusun laporan tugas akhir, adapun yang ditentukan oleh 

fakultas yaitu instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan Koperasi. 

c. Membuat proposal 

Jika telah ditentukan tempat, maka mahasiswa wajib menyusun proposal dan 

mengajukan proposal tersebut dengan berisikan tujuan, manfaat, kegiatan 

selama Praktek Kerja Nyata. 
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d. Menyerahkan Proposal Praktek Kerja Nyata 

Proposal yang telah dibuat dan telah di acc oleh ketua program studi, 

selanjutnya harus ditanda tangani oleh Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, 

dan Pembantu Dekan I . setelah ditanda tangani proposal akan diserahkan ke 

mahasiswa dan dikirim ke tempat Praktek Kerja Nyata. 

e. Menerima Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata 

Ketua program studi yang telah menerima proposal akan langsung membuat 

surat pengantar untuk kantor instansi yang dipilih. 

f. Menerima Surat Balasan dari Tempat Praktek Kerja Nyata 

Surat pengantar dan proposal magang yang telah diserahkan kepada Kepala 

Kantor Praktek Kerja Nyata yang dituju. Selanjutnya Kepala Knator akan 

memberikan keputusan apakah mahasiswa tersebut diterima atau tidak. 

g. Menerima Surat Tugas 

Kepala Kantor Instansi akan mengirimkan surat balasan yang berarti telah 

diterima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata, 

kemudian ketua program studi akan menerbitkan surat tugas supervise untuk 

mengantar mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

h. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa yang telah menerima surat tugas berarti mahasiswa siap 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata dengan waktu yang telah di tentukan sesuai 

dengan waktu yang tertera dalam surat tugas. 

 

3.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Penulis memilih lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember berlokasi 

di Jalan Kalimantan No. 33 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penulis 

memilih instansi tersebut karena selain perpajakan, bea dan cukai juga berperan 

penting terutama bagi pendapatan negara. 
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3.3 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

3.3.1 Waktu Pelaksaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas 

Nomor 3709/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai pada Tanggal 07 Oktober sampai 

dengan 22 November 2019 atau kurang lebih 30 hari kerja di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember. 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.30 – 17.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jumat 07.30 – 17.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu - Minggu Libur Libur 

Sumber: KPPBC TMP C Jember, 2019 

 

Khusus pada hari Jumat terdapat kegiatan senam atau kerja bakti yang 

dilaksanakan 07.00 – 08.30 WIB , kemudian dilanjutkan dengan kerja sampai pukul 

11.30 ( dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat Jumat) 

kemudian dilanjtkan lagi pada pukul 13.00 sampai dengan 17.00 WIB. 

 

3.3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

No Tanggal dan 

Penanggungjawab 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1 Senin, 07 Oktober 

2019.  

Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal 

dan Layanan 

Informasi) 

  

1. Diterima oleh 

KPPBC Tipe 

Madya Pabean C 

Jember 

2. Diberikan materi 

dasar tentang 

KPPBC Tipe 

Madya Pabean C 

Jember 
 

 

 

Penulis 

mendapatkan 

pengetahuan dasar 

tentang Bea dan 

Cukai. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


41 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

2 Selasa, 08 Oktober 

2019. Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal 

dan Layanan 

Informasi) 

 

1. Diberikan materi 

lanjutan tentang 

KPPBC Tipe 

Madya Pabean C 

Jember 

2. Diberikan tugas 

untuk mengenal 

dan mencari tahu 

tentang pegawai 

beserta posisi dan 

tugasnya di 

KPPBC Tipe 

Madya Pabean C 

Jember. 

Penulis   

mendapatkan 

pengetahuan 

lanjutan tentang 

KPPBC Tipe Madya 

Pabean C Jember   

 

3 Rabu, 09 Oktober 

2019. Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal 

dan Layanan 

Informasi) 

 

1. Mengumpulkan 

tugas dan 

mempresentasika

n tentang hasil 

tugas kepada 

peserta Praktek 

Kerja Nyata 

lainnya 

2. Dijelaskan 

kembali tentang 

tugas yang sudah 

presentasikan 

oleh peserta 

Praktek Kerja 

Nyata 

Penulis 

mendapatkan 

pengetahuan tentang 

pegawai serta posisi 

dan tugasnya di 

KPPBC Tipe Madya 

Pabean C Jember 

4 Kamis, 10 Oktober 

2019. Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal 

dan Layanan 

Informasi) 

 

Di berikan materi 

tentang barang 

kiriman impor dan 

Pos Lalu Bea 

 

Penulis 

mendapatkan 

pengetahuan tentang 

barang kiriman 

impor dan Pos Lalu 

Bea 

5 Jumat,11 Oktober 2019. 

Bu yuyun (Bagian 

Umum) 

Senam pagi dan 

dilanjutkan dengan 

olahraga Futsal 

 

 

 

 

 

 

Penulis mendapat 

kedekatan 

emosional dengan 

para pegawai 
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(a) (b) (c) (d) 

6 Selasa, 15 Oktober 

2019. Bapak Vicky ( 

Pejabat Pelaksana 

Kantor Pos Lalu Bea) 

1. Di tempatkan di 

Pos Lalu Bea 

2. Pemeriksaan 

Fisik barang 

kiriman 

Penulis mengetahui 

secara langsung 

proses pembongka 

ran barang kiriman 

pos. 

7 Rabu,16 Oktober 2019. 

Bapak Vicky ( Pejabat 

Pelaksana Kantor Pos 

Lalu Bea) 

1. Menata kembali 

gudang barang 

impor 

2. Memilah dan 

membedakan 

barang impor. 

Penulis mengetahui 

dan membedakan 

barang yang 

diperbolehkan 

masuk  

8 Kamis, 17 Oktober 

2019. Bapak Vicky ( 

Pejabat Pelaksana 

Kantor Pos Lalu Bea) 

Membantu 

memeriksa fisik 

barang kiriman pos 

dari luar negeri 

Penulis mengetahui 

tentang cara 

pembongkaran dan 

pemeriksaan barang 

kiriman dari luar 

negeri. 

9 Jumat, 18  Oktober  

2019.  

1. Bu yuyun (Bagian 

Umum)  

2. Bapak Vicky (Pejabat 

Pelaksana Kantor Pos 

Lalu Bea) 

1. Senam pagi 

2. Membantu 

memeriksa fisik 

barang kiriman 

pos dari luar 

negeri 

Penulis mengetahui 

tentang cara 

pembongkaran dan 

pemeriksaan barang 

kiriman dari luar 

negeri. 

10 Senin, 21 Oktober 

2019. 

Bapak Vicky ( Pejabat 

Pelaksana Kantor Pos 

Lalu Bea) 

Membantu 

memeriksa fisik 

barang kiriman pos 

dari luar negeri 

Penulis mengetahui 

tentang cara 

pembongkaran dan 

pemeriksaan barang 

kiriman dari luar 

negeri. 

11 Rabu, 23 Oktober 2019. 

Bapak Vicky ( Pejabat 

Pelaksana Kantor Pos 

Lalu Bea) 

1. Membantu 

memeriksa fisik 

barang kiriman 

pos dari luar 

negeri 

2. Melakukan 

pencacahan 

Gudang 

mengenai SPBL 

(Surat 

Pemberitahuan 

Barang Lartas) 

1. Penulis 

mengetahui 

tentang cara 

pembongkaran 

dan pemeriksaan 

barang kiriman 

dari luar negeri. 

2. Penulis 

mengetahui 

macam- macam 

barang larangan 

yang masuk ke 

Indonesia 
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(a) (b) (c) (d) 

12 Jumat, 25 Oktober 2019. 

1. Bu yuyun (Bagian 

Umum)  

2. Bapak Vicky (Pejabat 

Pelaksana Kantor Pos 

Lalu Bea) 

1. Senam Pagi 

2. Membantu 

memeriksa fisik 

barang kiriman 

pos dari luar 

negeri. 

3. Belajar 

penginputan 

barang kiriman 

ke komputer. 

Penulis mengetahui 

tentang cara 

pembongkaran dan 

pemeriksaan barang 

kiriman dari luar 

negeri. 

 

13 Senin, 28 Oktober 

2019. Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal dan 

Layanan Informasi) 

 

1. Di tempatkan di 

Kantor 

Pegawasan dan 

Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe 

Madya Pabean C 

Jember 

2. Ikut serta 

mempersiapkan 

dan 

memperingati 

Hari Uang 

Nasional   

Penulis mengetahui 

adanya perayaan 

Hari Uang Nasional 

dan memupuk 

kedekatan 

emosional ke setiap 

pegawai. 

14 Selasa, 29 Oktober 

2019. Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal dan 

Layanan Informasi) 

 

Ikut serta dalam 

serangkaian acara 

peringatan Hari 

Uang Nasional 

Penulis mengetahui 

adanya perayaan 

Hari Uang Nasional 

dan memupuk 

kedekatan 

emosional ke setiap 

pegawai. 

15 Rabu, 30 Oktober 2019. 

Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal dan 

Layanan Informasi) 

 

Ikut serta dalam 

serangkaian acara 

peringatan Hari 

Uang Nasional 

Penulis mengetahui 

adanya perayaan 

Hari Uang Nasional 

dan memupuk 

kedekatan 

emosional ke setiap 

pegawai. 

17 Jumat, 01 November 

2019. Bapak Daus   

(Kepatuhan Internal dan 

Layanan Informasi) 

 

Ikut serta dalam 

acara puncak 

peringatan Hari 

Uang Nasional 

Penulis mengetahui 

adanya perayaan 

Hari Uang Nasional 

dan memupuk 

kedekatan 

emosional ke setiap 

pegawai. 
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(a) (b) (c) (d) 

18 Senin, 04 November 

2019. Bapak Vicky 

(Pejabat Pelaksana 

Kantor Pos Lalu Bea) 

Diskusi tentang 

pengajuan judul 

tugas akhir penulis 

akan ambil 

Penulis mengetahui 

tentang Pabean 

untuk menunjang 

keperluan Tugas 

Akhir 

19 Selasa, 05 November 

2019. Bapak Sunarto 

(Kepala Subseksi 

Pelaksana Tugas) 

Ikut serta dalam 

sosialisasi tentang 

Cukai Rokok Ilegal 

di Situbondo 

Penulis mengetahui 

tentang tata cara 

sosialisasi dan cukai 

rokok ilegal. 

20 Rabu, 06 November 

2019. Bapak Vicky 

(Pejabat Pelaksana 

Kantor Pos Lalu Bea) 

Berdiskusi dan 

belajar tentang 

dokumen yang 

berhubungan terkait 

dengan Kepabeanan 

Penulis mengetahui 

tentang Pabean. 

21 Kamis, 07 November 

2019. Bapak Sunarto 

(Kepala Subseksi 

Pelaksana Tugas) 

Ikut serta dalam 

sosialisasi tentang 

Cukai Rokok Ilegal 

di Bondowoso 

Penulis mengetahui 

tentang proses 

sosialisasi dan cukai 

rokok ilegal. 

22 Jumat, 08 Maret 2019. 

Bu yuyun (Bagian 

Umum)  

 

Senam Pagi dan 

Hiburan 

Penulis mendapat 

kedekatan 

emosional yang 

lebih dengan 

pegawai  

23 Senin, 11 November 

2019. Bapak Vicky 

(Pejabat Pelaksana 

Kantor Pos Lalu Bea) 

Berdiskusi tentang 

dokumen 

kepabeanan terkait 

permohonan re 

ekspor 

Penulis mempunyai 

pandangan tentang 

permohonan 

reekspor 

24 Selasa, 12 November 

2019. Bapak Sunarto 

(Kepala Subseksi 

Pelaksana Tugas) 

Ikut serta dalam 

sosialisasi tentang 

Cukai Rokok Ilegal 

di Bondowoso 

Penulis mengetahui 

tentang proses 

sosialisasi dan cukai 

rokok ilegal. 

25 Rabu, 13 Maret 2019. 

Bapak Vicky (Pejabat 

Pelaksana Kantor Pos 

Lalu Bea) 

Berdiskusi tentang 

dokumen dokumen 

yang harus 

disertakan untuk 

pengajuan re ekspor. 

Penulis mendapat 

pandangan 

mengenai Tugas 

Akhir dan data-data 

yang dibutuhkan 

26 Jumat, 15 Maret 2019. 

Bapak Sunarto (Kepala 

Subseksi Pelaksana 

Tugas) 

Ikut serta dalam 

sosialisasi tentang 

Cukai Rook Ilegal di 

Bondowoso 

Penulis mengetahui 

tentang proses 

sosialisasi dan cukai 

rokok ilegal. 

27 Senin, 18 November 

2019. Mbak Alfi (Plt. 

Hanggar PKCDT) 

Berdiskusi tentang 

Distribusi Barang 

kiriman 

Penulis mengetahui 

alur distribusi 

barang kiriman 
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(a) (b) (c) (d) 

29 Rabu, 20 November 

2019. Bapak Vicky 

(Pejabat Pelaksana 

Kantor Pos Lalu Bea)  

Diskusi tentang 

Kantor Pos sebagai 

mitra KPPBC 

Penulis mendapat 

pandangan 

mengenai Tugas 

Akhir  

30 Kamis, 21 November 

2019. Bapak Sunarto 

(Kepala Subseksi 

Pelaksana Tugas) 

Ikut serta dalam 

sosialisasi tentang 

Cukai Rokok Ilegal 

di Bondowoso. 

Penulis mengetahui 

tentang proses 

sosialisasi dan cukai 

rokok ilegal. 

31 Jumat, 22 November 

2019. 

Berpamitan kepada 

seluruh pegawai 

KPPBC Tipe Madya 

Pabean C Jember 

 

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019 

 

3.3.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata sebagai berikut : 

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan bimbingan kepada Dosen 

Pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan. 

b. Meminta blanko judul ke bagian akademik yang selanjutnya menulis judul 

yang sudah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik. 

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata 

ke akademik. 

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata. 

 

3.4 Gambaran Umum Lokasi Praktek Kerja Nyata 

3.4.1 Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

206.3/pmk.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, kantor wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktoral 

Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean C merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah 
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(Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II. Sebelum menjadi 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, dulu 

bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 

Panarukan. Dulu KPPBC Tipe Pratama berada di Situbondo yang beralamat di 

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 Panarukan Kabupaten Situbondo. 

Kemudian KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah di pindahkan ke Jember dan 

berganti menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C pada tanggal 23 November 2018 

sampai saat ini. 

 

3.4.2 Visi dan misi 

 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 

Jember memiliki visi dan misi agar tugas yang dijalankan menjadi terarah dan 

sesuai. Adapun visi dan misi sebagai berikut: 

Visi: 

“Menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam 

kinerja” 

Misi: 

a. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sector kepabean cukai 

b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat usaha dan industri 

c. Mendoorng terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan 

perdagangan 

d. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di bidang 

kepabeanan dan cukai. 

 

3.4.3 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 

Uraian tugas KPPBC Tipe Madya Pabean C adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor 

Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember mempunyai tugas 

sebagai berikut: 
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1) Mengawasi semua kegiatn di setiap sub bagian yang ada di bawah 

pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember. 

2) Memberikan keputusan dan tanggung jawab atas segala kegiatan yang 

terjadi di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember. 

3) Mengontrol berjalannya pelayanan yang diberikan oleh pihak Bea dan 

Cukai kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan 

kepabeanan dan cukai, 

b. Subbagian Umum 

Subbagian umum mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi 

kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan 

pembinaan administrative bagi jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan 

jabatan funsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional 

yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. 

Adapun fungsi subbagian umum adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan 

pengembangan kepegawaian. 

2) Pelaksana fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya yang 

bersangkutan. 

3) Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai serta 

rumah tangga dan perlengkapan. 

c. Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) 

 Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, 

patrol, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- 

undangan di bidang kepabenan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak 

pindana di bidang kepabeanana dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan 

pemeliharaan sara operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. 

Adapun tugas P2 sebagai berikut: 

1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyamapain informasi dan 

hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
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2) Peneglolaan pangklan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 

3) Pelaksana patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 

4) Penyidikan tindak pindana di bidang kepabeanan dan cukai. 

d. Seksi Perbendaharaan 

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan 

pngadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai 

peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengankut dan pemberitahuan 

pengangkut barang.  

Adapun funsgsi seksi perbendaharaan adalah sebagai berikut: 

1) Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda, 

administrasi, bunga,sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan 

negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dipungut 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

2) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan 

penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 

Kepabeanan, jaminan dalam rangka keberatan dan banding seta jaminan 

lain sesuai pertauran perundang-undangan. 

3) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan 

pengembalian pita cukai. 

4) Penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, 

cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 

pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengadministrasian dan 

penyelesaian premi. 

5) Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 

pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, 

sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yangs sesuai 

peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai yang telah jatuh tempo. 
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6) Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta 

administrasi pelelangan. 

7) Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan 

bermotor. 

8) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan 

pungutan negara yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan 

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

9) Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan 

jadwal kedatangan sarana pengangkut. 

10) Pelaksanaan penerimaan , penditribusian, peneliti, dan penyelesaian 

manifest kedatangan dan keberangkatan srana pengangkut serta pelyanan 

pemberitahuan pengankutan barang 

11) Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 

dokumen sarana pengangkut. 

e. Seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis 

Seksi pelayanan kepabeanan dan cukai mempunyai tugas melakukan 

pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan 

cukai, melakukan pengoprasian komputer dan sarana penunjang, melakukan 

pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan 

dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data 

kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan 

penditribusian dokumen. 

 Adapun fungsi dari seksi pelayanan dan cukai dan dukungan teknis sebagai 

berikut: 

1) Pelayanan fasilitas dan kepabeanan dan cukai. 

2) Penelitian pemberitahuan dokumen cukai penjaminan di bidang ekspor. 

3) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 

pengoperasian sarana deteksi. 

4) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 

keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran 

penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangkan impor dan 
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pungutan negara lainnya yang sesuai dengan peraturang perundang-

undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

5) Penetapanan kalsifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, dan nilai 

pabean. 

6) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 

pabean. 

7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang dari tempat penimbunan 

berikat dan tempat penimbunan pabean. 

8) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang 

ekspor ke sarana pengangkut. 

9) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai. 

10) Pelaksanaan urusan pemusnahaan dan penukaran pita cukai. 

11) Pemeriksaan pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen 

yang berhubungan dengan barang kena cukai. 

12) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi,harga dan kadar 

barang kena cukai. 

13) Pengelolaan tempat penimbunan pabean. 

14) Penatausahaan penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran barang di 

Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 

15) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. 

16) Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang 

yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. 

17) Pelaksanaan urusan pemusnahaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan 

atau busuk, pengoprasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan 

dan penyimpanan data dan berkas(file). 

18) Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, 

pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan 

dan cukai. 
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19) Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan penditribusian 

dokumen kepabeanan dan cukai. 

f. Seksi Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi 

Seksi kepatuhan internal dan layanan informasi mempunyai tugas 

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, 

pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, 

upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan 

disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi 

perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas 

di lingkungan kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan 

kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.  

Adapun fungsi dari seksi kepatuhan internal dan layanan informasi sebagai 

berikut: 

1) Pengawasan pelayanan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai. 

2) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi. 

3) Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

4) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 

pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya 

pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan 

disipilin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean C. 

5) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. 

6) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 

lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean C. 

7) Penyuluhan dan publikasi pearturan perundang-undangan di bidang 

kepabenan dan cukai. 

8) Pelayanan informasi di bidang kepabenan dan cukai. 
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9) Bimbingan kepatuhan pengguna Jasa di bidang kepabeanan dan cukai. 

Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi 

dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidangnya. Setiap kelompok 

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor. 

Jabatan fungsional yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang 

bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Wilayah Kerja KPPBC TMP C Jember 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember 

memiliki daerah yang menjadi wilayah kerja yaitu meliputi 3 kabupaten antara 

lain Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. 

 

 

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019 

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Jember 

Tugabus Firman Hermansyah 

Ka. Subbagian Umum 

 

Ka. Seksi 

Perbendaharaan 

 

Hariyadi 

Ka. Seksi Kepatuhan 
Internal dan Penyuluhan 

 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
 

Ka. Seksi Penindakan 

dan Penyidikan 

 

Agus Yudianto 

Ka. Seksi Pelayanan 

Kepabeanan dan 

Cukai dan 

Dukungan Teknis 

 
Tony Leonard 

Kepala Hanggar Pos 

Lalu Bea 

 
Vicky Ambate 

Kepala Hanggar 

Kawasan Berikat 

 

Maksi 
Drivandi 

Febra 

Pathurrachman 
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Tabel 3.3 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari tabel diatas yaitu sebagai berikut: 

1) Pos Lalu Bea adalah bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang fiskal 

dengan Otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan 

pencacahan paket Kiriman Pos dan mengelola dokumen pabean. Wilayah 

kerja Pos Lalu Bea anatara lain Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, 

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten 

Banyuwangi. 

2) Kawasan Berikat adalah kawasan yang dilakukan untuk penimbunan, 

pengolahan, dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan 

mendapatkan penangguhan bea masuk. Terdapat 2 kawasan berikat yang 

menjadi pos pegawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember yaitu 

Kawasan Berikat Bobbin di Arjasa Jember dan Kawasn Berikat Villiger di 

Ajung Jember. 

3) Perusahaan Rokok adalah perusahaan yang didalamnya mengolah bahan 

baku, memproduksi,dan melakukan penjualan olahan hasil tembakau atau 

rokok. KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki 21 wilayah pos 

pengawsan perusahaan rokok di 3 wilayah kerja KKPBC Jember. 

Pelabuhan adalah pos pengawasan yang berada di kawasan laut yang 

tujuannya untuk mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai melalui laut di 

wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember mengawasi 5 

pelabuhan yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C 

Jember antara lain Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan, dan Puger. 

 

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019 

No Pos Pengawasan Bea dan Cukai Daerah Kerja/ Lokasi Kerja 

1 Pos Lalu Bea Kantor Pos Jember 

2 Kawasan Berikat Bobin Arjasa- Jember 

3 Kawasan Berikat Villiger Ajung- Jember 

4 Perusahaan Rokok Bondowoso, Jember Besuki, Kalbut, 

Jangkar 

5 Pelabuhan Panarukan dan Puger 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Data kuantitatif berupa administrative mengenai Barang Kiriman 

dari kumpulan arsip dan data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. 

 

3.5.2 Sumber data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pegawai kantor KPPBC 

Tipe Madya Pabean C Jember. Data primer diperoleh dari diskusi dengan 

Petugas Kantor Pos Lalu Bea Jember, maupun pengamatan dilapangan 

terkait dengan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka 

Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti 

artikel, internet, jurnal, modul, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan 

langsung dengan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka 

Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpualan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Observasi adalah pengamatan atau 

peninjauan secara cermat. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini 

penulis mengamati Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam 

Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember  

yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Jember pada bagian Seksi PKCDT. 
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b. Wawancara 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Wawancara adalah tanya jawab 

dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai 

keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Biasanya pendapat itu 

untuk dimuat di surat kabar. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis 

berdiskusi tentang Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam 

Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember  

dengan pihak Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean C Jember yaitu Bapak Vicky Ambate Armando selaku 

Kepala Hanggar Pos Lalu Bea Jember. 

c. Mengkaji dokumen dan arsip 

Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan, arsip, peraturan, dan 

dokumen yang berakitan dengan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos 

Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea 

Jember. 
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 BAB 5. PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan 

Kantor Pos Lalu Bea Jember dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur Pendistribusian dan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri di 

Kantor Pos Lalu Bea Jember dengan mitra utamanya Kantor Pos Jember telah 

dilaksanakan dengan sesuai berdasarkan peraturan undang-undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal 

Bea Cukai terkait dengan Kepabeanan dan barang kiriman impor. Pelayanan 

yang diberikan oleh Petugas Bea Cukai maupun Petugas dari pihak Pos Jember 

sudah tersedia semua di Kantor Pos Lalu Bea mulai dari Konsultasi tentang 

Barang Kiriman yang bisa dilakukan di Kantor Pos Jember atau langsung 

datang ke Kantor Pos Lalu Bea yang berada di belakang gedung utama Kantor 

Pos Jember. Pengawasan terhadap barang kiriman pos yang melalui Pos Lalu 

Bea Jember dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan Keputusan 

Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 tentang petunjuk 

pelaksanaan impor barang kiriman.  

2.  Pelaksanaan kegiatan dalam Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Jember terkait re-ekspor barang kiriman pos 

sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor 

Kembali Barang Impor.  

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan observasi di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember Penulis 

memberikan saran:  
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1. Pelaksanaan tugas terkait Kepabeanan, Impor Barang Kiriman, sampai 

Pelayanan terhadap permohonan re-ekspor barang sudah sesuai SOP yang 

berlaku. Meski terkadang ada pelaksanaan yang dilakukan di Kantor Pos Lalu 

Bea tidak sesuai Instrumen SOP seperti adanya fenomena barang kiriman yang 

baru dan memang membutuhkan keputusan oleh kepala Hanggar Pos Lalu Bea 

Jember dan Pejabat Penindakan dan Penyidikan (P2), tentunya keputusan 

penjaluran tidak dapat diputus pada waktu itu juga dan membuat barang 

kiriman terhambat pemeriksaanya sampai ada konfirmasi dari pejabat yang 

berwenang. 

2. Pelaku importir supaya mempersiapkan terlebih dahulu pengeluaran yang 

dibutuhkan dalam kegiatan impor barang, tidak hanya dari harga barang saja, 

melainkan juga mempersiapkan pungutan bea masuk dan pajak yang akan 

dikenakan atas kegiatan impor. Membaca terlebih dahulu peraturan terbaru 

mengenai peraturan impor barang sebelum melakukan impor barang agar bisa 

memanajemen pengeluaran yang dibutuhkan kedepan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6.  Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 12. Segel Kantong Barang Kiriman 
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Lampiran 13. Manifest Kantong Barang Kiriman 
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Lampiran 14. Kartu Alamat atau Consigment Note  
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Lampiran 16. Billing DJBC 
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Lampiran 17. Berita Acara Pencacahan Barang 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


102 
 

 

Lampiran 18. Format Dokumen PEB 
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Lampiran 24. Harmonized System atau Buku Tarif Kepabeanan 
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Lampiran 25.  Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


110 
 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


111 
 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


112 
 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


113 
 

 

Lampiran 26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 
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Lampiran 27. Peraturan Menteri Keuangan  No. 199/PMK.010/2019 
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Lampiran 29. Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2014 
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Lampran 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 

 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


121 
 

 

Lampiran 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  206/PMK.01/2014 
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Lampiran 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019    
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Lampiran 35. Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2016 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


126 
 

 

Lampiran 36. Keputusan DJBC No KEP-07/BC/2003 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


127 
 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


128 
 

 

Lampiran 37. Peraturan DJBC No. PER-30/BC/2018 
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Lampiran 38. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015
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Lampiran 39. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2008 
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Lampiran 40.  Standar Operasional Prosedur No. SOP BC.CBN/PKCDT/3
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Lampiran 41. Siaran Pers Nomor PERS-31/BC.05/2019 
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Lampiran 42. Trasnkip Wawancara  

 

Nama Narasumber  : Vicky Armando Ambate (Kepala Hanggar Pos Lalu Bea 

Jember). 

Hari, Tanggal   : Jumat, 1 November 2019. 

Jam   : 17:00 – 18:00 WIB. 

Tempat Wawancara : Kantor Pos Lalu Bea Jember. 

Topik   : Diskusi tentang mekanisme pendistribusian barang kiriman 

pos dan  re-ekspor impor barang kiriman pos.  

X = Mahasiswa 

Y = Narasumber 

 

X : Selamat siang mas Vicky, maaf mengganggu waktunya sebentar. 

Y : Iya ada apa abdi? 

X : Saya ingin minta waktunya sebentar dari mas Vicky untuk wawancara 

kegiatan magang saya di kantor PLB ini. 

Y : Iya silahkan duduk sini dulu. 

X : Begini mas, saya mau tanya sekaligus konsultasi bagaimana jika saya 

magang disini dan nanti kan menganbil study kasus yang berkaitan tentang 

bea masuk dan pajak pabean.  

Y : ya kalau di pos (PLB) ini banyak yang berkaitan dengan pajak. Kamu ambil 

apa dulu yang sekiranya spesifik kamu ambil buat laporan magangmu. 

Karena PLB ini terlalu luas kalau menjelasinya. 

X : setelah 3 minggu di kantor PLB ini saya tertarik unutk membuat laporan 

tentang barang kiriman pos yang tidak dapat memenuhi kewajibanya nanti 

tindak lanjutnya seperti apa? 

Y : oh itu begini abdi. Kalau barang kiriman yang tidak dapat memenuhi 

pajaknya itu pertama kita akan tahan dulu barangnya sementara di gudang 

NPD (Tempat penimbunan sementara) untuk ditunggu pelunasanya, bisa 

bayar lewat pos atau dari bank. Nanti setelah bayar barang bisa diambil 

langsung di sini (Kantor Pos Lalu Bea Jember) dengan menunjukkan bukti 

lunas pajaknya atau kalau minimalisir biaya transportnya bisa menunjukkan 

bukti bayar via e-mail KPPBC TMP C Jember menunjukkan bukti 

pembayaranya nanti barang akan diserahkan ke kantor pos jember untuk 
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selanjutnya dikirimkan sesuai alamat tujuan. Perlu diketahui ya bea cukai 

tidak menerima uang secara langsung, semua pembayaran langsung 

langsung masuk kedalam kas negara. 

X : Kalau opsi lain mas, jika nanti penerima barang tidak bisa melunasi 

kewajibanya? 

Y : Pertama, barang akan dikuasai negara sesuai ketentuan undang-undang 

BTD, BDN, BMN nanti akan dijelaskan lagi di peraturan menteri keuangan 

no. 62/pmk.04/2011. Kedua nanti ada lagi barang bisa diambil sebagian tapi 

jika barang itu lebih dari satu yang tidak bisa dipisahkan ya ada peraturanya 

juga nanti tentang pengambilan sebagan. Yang ketiga ini barang bisa di re-

ekspor kalau mau barang dikembalikan ke negara asalnya. 

X : re-ekspor mas? Bisa dijelaskan leih lanjut mas tentang re-ekspor ini? 

Y : re-ekspor biasanya orang menyebut dengan retur barang , itu banyak yang 

kurang paham memang masalah re-ekspor ini, coba kamu liat PMK 182 

pasal 31 sama 32 itu tentang e-ekspor semua, sama di tembok kantor depan 

itu ada yang menjelaskan alasan re-ekpor itu apa saja. 

X : Boleh mas saya angkat tentang re-ekspor ini?  

Y : Silahkan ambil aja itu.  

X : tapi sepintas saya baca tidak ada unsur dari dari bidang saya mas bidang 

perpajakan. 

Y : oh kalo itu kamu liat dulu itu point pertama yang pemilik menolak atas 

barang , orang tidak mau bayar atau memang tidak mampu bayar pajak kan 

termasuk nanti kan dia menolak barangnya kan 

X : iya sih mas ,  

Y : Kamu pelajari lagi nanti peraturan re-ekspornya, lumayan kan nanti bisa jadi 

laporan magang sama memberi informasi juga kepada masyarakat dari 

karya tulisanmu. 

X : iya mas, nanti mungkin bisa minta bantuanya mas untuk data atau dokumen-

dokumen terkait re-ekpor ini untuk lampiran saya. 

Y : iya kamu pelajari dulu pokoknya semua nanti kalo ada yang tidak tau 

tanyakan ke PLB sini sama kalau minta data bisa minta ke sini atau 

langsung ke kantor untuk masalah perizinan semua berkas ada di kantor, di 

PLB sini Cuma pelaksanaan saja ya. 
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X : siap mas. Tapi sebelumnya ada kasus re-ekpor tidak mas? Yang keberatan 

bea masuk sama pajaknya kalau ada? 

Y : Ada kok banyak , baru bulan kemarin sekitar bulan kemarin ada yang 

mengajukan re-ekpor dan dia keberatan pajaknya. Nanti mungkin saya 

carikan dulu berkas-berkasnya dan mungkin kamu juga bisa tanya ke kantor 

arsip-arsipnya re-ekpor ini. 

X : siap mas, terima kasih mas mungkin cukup ini saya selanjutnya saya akan 

tanya-tanya secara personal saja jika saya tidak mengerti. 

Y : oh iya sama-sama, silahkan langsung ke saya saja nanti kalau ada yang gak 

tau. 
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